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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Perlindungan data pribadi khususnya dalam pinjam meminjam berbasis 

online di Indonesia secara eksplisit belum dibuat aturannya. Namun ada beberapa 

pasal yang tersebar dalam beberapa perundang-undangan yang mencerminkan 

perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 22 mendefinisikan Data Pribadi 

sebagai “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga 

kebenaran serta dilindungi kerahasiannya”. Pengaturan tersebut masih bersifat 

umum dan tidak memberikan jaminan perlindungan data secara menyeluruh. 

Diperlukan Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Data pribadi 

yang mencangkup transaksi pinjam meminjam berbasis online didalamnya.  

Pihak dari P2P Lending atau pelaku usaha harus memastikan agar data 

pribadi penerima pinjaman terlindungi demi tercapainya  keamanan informasi. 

Korban yang datanya telah disebarluaskan tanpa persetujuan harus dilindungi 

hak privasinya dengan memberikan jaminan pemulihan data seperti 

membersihkan nama korban dari Pusat Data Fintech Lending, Sistem Layanan 

Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Pemeringkat Efek Indonesia dan 

semua regulator keuangan. 
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B. SARAN 

Indonesia harus mempercepat pengesahan RUU Perlindungan data 

sebagai  payung hukum agar korban kebocoran data dan penyebaran data yang 

dilakukan melalui transaksi pinjam meminjam secara online dapat mendapatkan 

keadilan yang sepadan dan hak privasinya tetap dapat terjaga. 
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